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m.Upaya-upaya untuk mendukung program pemerintahan dan pembangunan baik di
tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota:

n. Bantuan kemanusiaan untuk menanggulangi kerentanan kehidupan kaum miskin'dan
korban bencana.

o Anggota masyarakat yang berjasa/berprestasi bagi Kalimantan Timur.
p. Peningkatan efektifitas fungsi - fungsi instansi vertikal di daerah Kalimantan Timur; dan
q. Peningkatan pelayanan publik;

BAB VII
HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL
Pasal 9
Hibah kepada instansi vertikal dibatasi dengan memperhatikan ketentuan pengelolaan
keuangan daerah, dan bagi instansi penerima dana hibah pelaksanaan dan

pertanggungjawabannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB Vil
PEMBUATAN, PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL
Bagian Kesatu
Pembuatan Proposal
Pasal 10

(1) Proposal terdiri atas proposal kegiatan dan rencana anggaran.
(2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan:

a. Profil organisasi;

b. Anggaran Dasar Organisasi yang sudah tercatat pada notaris;

c. Anggaran Rumah Tangga Organisasi khususnya mengenai aturan pengelolaan
keuangan internal;

d. Rekomendasi dari Kanwil dan/atau Kantor Kementrian Agama, Kepala Kelurahan/Desa
khusus untuk organisasi pengurus tempat ibadah dan satuan pendidikan keagamaan,
seperti pondok pesantren, seminari, sekolah teologi, dan yang sejenisnya;

e. Rekomendasi dari Dinas Sosial khusus untuk bantuan panti sosial/asuhan:

f. Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khusus untuk organisasi
kemasyarakatan.

g. Rekomendasi Instansi Teknis lainnya yang berkenaan dengan proposal yang diajukan.

(3) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merincikan komponen biaya yang
dibutuhkan,

Bagian Kedua
Pengajuan Proposal
Pasal 11

(1) Proposal yang permohonannya dalam bentuk bantuan uang ditujukan kepada Gubernur
Cq. Kepala Biro Sosial melalui surat pengantar yang ditandatangani oleh pimpinan
organisasi. .

(2) Proposal yang permohonannya dalam bentuk barang ditujukan kepada Gubernur
Cq. Kepala SKPD yang terkait, untuk diusulkan menjadi bagian program dan kegiatan
SKPD sesuai ketentuan yang berlaku.
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BAB IX
PENCAIRAN HIBAH DAN BANSOS
Pasal 16

(1) Calon penerima yang lolos dalam proses seleksi/validasi atau yang telah tertuang dalam
DPA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

-

(2) Calon penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana
dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan pencairan hibah dan bansos dilampiri dengan
proposal dan rencana penggunaan dana, Naskah Perjanjian atau Surat Pernyataan serta
kelengkapan persyaratan pencairan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(3) Hibah dan Bansos yang telah disetujui, ditransfer langsung dari rekening kas daerah
kepada rekening penerima yang bersangkutan,

BAB X
PENATAUSAHAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 17

(1) Penerima hibah dan bansos wajib menatausahakan penggunaan uangnya.

(2) Penerima hibah dan bansos bertanggungjawab penuh secara administrasi dan keuangan
atas pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas keuangan atas dana yang diterimanya sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Penerima hibah dan bansos wajib membuat laporan pertanggungjawaban.

(2) Laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal
memuat realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran.

(3) Laporan pertanggungjawaban hibah dan bansos sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.

(4) Penerima bantuan mengirimkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur cq. Kepala
Biro Sosial dengan tembusan kepada Inspektorat Provinsi dan Biro Keuangan,

BAB Xl
AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19

(1) Pemerintah Provinsi berhak melakukan audit dan evaluasi kepada penerima hibah dan
bansos.

(2) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, lembaga auditor internal
pemerintah lainnya maupun oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh
Pemerintah Provinsi.

(3) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos.
(4) Tim sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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BAB Xl
SANKSI
Pasal 20
(1) Penerima hibah dan bansos yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban lebih

dari tiga bulan setelah batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam naskah
perjanjian maka penerima bantuan tidak mendapat bantuan lagi dari pemerintah provinsi.

(2) Bagi penerima hibah dan bansos yang belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban
atas bantuan yang diberikan tahun-tahun sebelumnya, tidak akan direaliasikan
pencairannya.

BAB Xl
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Sosial dan Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk Pengaturan

lainnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi.

(2) Hal-hal lain yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan diatur
dalam Keputusan Gubernur.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2010

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
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H. AWANG FAROEK ISHAK

dengan aslinya
0 Hukum Setda
altim,

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI ; NN o

KALIMANTAN TIMUR,

Eraslfdma Muda

td T NIp 1 9560628 198602 1 004

H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 25





